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ABSTRAK 

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, salah satu 

DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan salah satunya 

adalah Badan Kehormatan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga 

kehormatan dan kode etik anggota serta pimpinan DPRD. Namun, pelaksanaan 

tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal. 

Tidak berjalannya Badan Kehormatan terkait penegakkan kode etik, tidak jarang 

anggota DPRD melanggar peraturan yang sudah ada di dalam kode etik. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan 

wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, terkait pelanggaran terhadap 

kode etik Anggota Periode 2014-2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh 

Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya tersebut serta bagaimana solusinya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang ada. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

mencakup, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan didukung dengan wawancara. 

Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Badan 

Kehormatan yang terdiri dari 7 (tujuh) tugas, terdapat 3(tiga) tugas yang belum 

berjalan dengan optimal yaitu memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota 

DPRD, meneliti dugaan pelanggaran, menyampaikan dan merekomendasikan 

hasil kepada pimpinan DPRD. Badan Kehormatan memiliki 3 (tiga) wewenang, 

namun terdapat 1 (satu) wewenang Badan Kehormatan yang belum berjalan 

dengan optimal dalam penegakkan kode etik yaitu dalam menjatuhkan sanksi. 

kendala yang dialami oleh Badan Kehormatan yaitu kendala internal dan 

eksternal. Upaya Badan Kehormatan mengatasi kendala tersebut dengan cara 

mengoptimalkan sarana dan prasarana, pada saat ini sedang memperbaharui 

peraturan, Badan Kehormatan memberikan himbauan atau saran kepada anggota 

DPRD mengenai kode etik. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas 

dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan kode etik DPRD 

adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil 

sanksi untuk memberikan efek jera masih kurang, Badan Kehormatan menerima 

laporan yang bersifat unsur politik. 
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